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A. Pengantar 
Bab ketiga ini Mengajak mahasiswa untuk dapat mengetahui sejarah asal muasal adat di Indonesia. Agar makin menghargai dan menjaga kelestariannya. Sebagaimana pesan dari Bung Karno “Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah (Jas Merah). 
B. Kompetensi Dasar 
1. Mahasiswa mengetahui sejarah perkembangan hukum adat
2. Mahasiswa makin menghargai sejarah bangsanya sendiri.
C. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 
1. Mahasiswa mampu menerangkan kembali sejarah  keberadaan hukum adat di Indonesia.
2. Mahasiswa mampu membandingkan keberlakuan adat dan hukum adat di Indonesia saat ini dan masa lalu.
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembelajaran diselenggarakan untuk memahami materi 1 dengan pendekatan contextual Instruction  
2. Untuk materi 1 mahasiswa mempelajari penjelasan materi mengenai konsep dasar hukum adat dan contoh nyata di Indonesia selama 60 menit. 

3. Selanjutnya selama 30 menit, mahasiswa di ajak diskusi dan tanya jawab.
E. Materi Belajar 
Adat istiadat yang berlaku di Indonesia pada saat ini, tidak lepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di bumi nusantara ini. Bahkan ada beberapa adat yang masih berlaku hingga saat ini. Oleh karenanya, pada pertemuan kali ini, bab ini akan membahas mengenai sejarah singkat perkembangan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia.
1. Zaman Hindu
· Zaman Melayu Polinesia

· Th.1500 SM – 300 SM

· Dari daratan ASIA menuju INDONESIA

· Gelombang I = Proto Malaio (Melayu Tua) Perilaku budaya dipengaruhi kesaktian

· Gelombang II =Deutoro Malaio (Melayu Muda) Budaya dipengaruhi Kong Hu Cu

2. Zaman Sriwijaya
· Negara Sriwijaya berpusat di Palembang

· Hidup di Abad VII s.d. Abad XIII

· Prasasti – prasasti:

1. Prasasti Raja Sanjaya (732M) tentang Agama, Perekonomian, dan Pertambangan.

2. Prasasti Raja Dewasimha (760M) tentang Agama dan Kekaryaan.

3. Prasasti Raja Tulodong (784M) tentang Pertanahan dan Pengairan.

4. Prasasti Bulai dari Rakai Garung (860M) tentang Perkara Perdata.
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· Prasasti Guntur (907 M) tentang Peradilan oleh Hakim (samgat) Pu Gawel mengenai keputusan tentang Hutang Keluarga. Putusannya dikenal dengan nama Javapatra.

· Prasasti Raja Mpu Sindok (927 M) tentang Hutang Piutang dan Waris.

· Prasasti Raja Dharmawangsa (991 M) tentang Perintah Pembuatan Kitab Perundang-undangan Purwadigama (Syiwasyana) dan penerjemahan Mahabharata.

4. Zaman  Majapahit
Selama kekuasaan Hayam Wuruk dan Gajah Mada dalam syair “Negara Kertagama” terlihat peraturan hukum tentang:

a. Pemerintahan Umum seperti masalah Pertanahan, Pajak, Wajib Militer, Tentara dan Kepolisian.

b. Kehakiman dan Peradilan.

· Kutaramanawa (Kitab Undang-Undang) ( salinan Kitab Manawa Dharmasyastra dan Syiwasyana.

· Gajah Mada ( Jaksa Penuntut Umum / Astapada dalam Perkara Pidana.

c. Politik Luar Negeri.

· Negara-negara sahabat = Siam, Birma, Campa, Kamboja, India & China.

· Wilayah Majapahit adalah Indonesia dan Malaysia yang sekarang.

5. Zaman  Islam
1) Zaman Aceh Darussalam

· Islam masuk ke Indonesia akhir abad XII dari daerah Aceh (Kesultanan Perlak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam)

· Hukum yang berlaku adalah Hukum Islam berdasarkan ajaran Imam Syafei dan Hukum Adat yang bersendi Hukum Islam.

· Dibuat “Kitab Makuta Alam”

· Memiliki mata uang, angkatan darat yang diperkuat pasukan Gajah dan angkatan laut yang dilengkapi bedil & meriam. Ada juga tentara wanita.

· Memiliki pabrik senjata.

· Menerima dan melayani duta negara asing.

· Di bidang ekonomi ada industri kecil, kerajinan, pertambangan, bea-cukai.

· Ilmu pengetahuan & agama Islam berkembang pesat.

· Hak wanita & pria sama dalam rumah tangga, harta, perdagangan serta olah raga.

· Kitab Hukum Acara Pidana atau Perdata

“Safinatul Hukkam fi Takhlisul Khassam”
(Bahtera bagi semua hakim dalam menyelesaikan orang-orang yang berperkara)

Terdiri dari:

BAB I

= tentang Hukum Perdagangan & Penyelesaian Perkara Perniagaan.

BAB II

= tentang Hukum Keluarga, Perkawinan & Perceraian.


BAB III
= tentang Hukum Pidana, ancaman hukuman


BAB IV
= tentang Kewarisan.

· Dalam Mukaddimah Kitab tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara maka hakim harus memperhatikan Hukum Syarak, Hukum Adat, serta Adat.

2) Zaman Demak

· Sekitar abad XV Demak masih dibawah kekuasaan Majapahit

· Menurut Babad Tanah Jawi (ditulis pd th.1625 & 1633), R. Patah, putra Raja Brawijaya, menundukkan Majapahit th.1478 & mendirikan Bintara Demak yang kerajaannya berpusat di Masjid Demak.

· Urusan pemerintahan & hukum berdasarkan Hukum Islam, namun dalam pelaksanaan peradilan masih dipengaruhi sistem yang berlaku di zaman Majapahit.

3) Zaman Mataram II

· Sultan yang berpengaruh adalah Mas Rangsang yang bergelar Panembahan Agung Senopati Ing Alogo Ngabdurahman (Sultan Agung)

· Merubah tahun Cakra menjadi Tarikh Islam Jawa & Sistem Peradilan Serambi.

4) Zaman Cirebon & Banten

Sistem Peradilan yang berlaku:

a. Peradilan Agama

· Memeriksa perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan / hukuman mati karena sifat kejahatannya membahayakan negara.

· Mengurus perkara perkawinan, perceraian & pewarisan.

· Hukum yg digunakan adl Hukum Islam & pendapat para ahli agama.

b. Peradilan Drigama

Mengadili perkara-perkara pelanggaran adat yang diadili berdasarkan hukum adat jawa kuno dengan memperhatikan hukum adat yang berlaku setempat.

c. Peradilan Cilaga

- Memeriksa & mengadili perkara-perkara yang menyangkut perselisihan perekonomian atau perdagangan.

- Menggunakan sistem wasit / penengah.

Sifat Hakim menurut Masyarakat Adat ( Chandra (bulan), Tirta(air),Cakra(dewa),Sari (harum).

5) Zaman Kompeni & Hindia Belanda
· Hukum Adat dibiarkan seperti sediakala.

· Hukum yg dipakai dlm pelaksanaan peradilan kejahatan dipakai acuannya adalah Hukum Adat setempat, apabila di pandang baik.

· Di Banten berlaku “Peradilan Penghulu” untuk menyelesaikan perkara kekeluargaan berdasarkan Hukum Islam.

· Dasar berlakunya Hukum Adat bagi gol. Pribumi & Timur Asing adalah Pasal 11 AB.

· Hukum Adat pernah hendak di unifikasi karena ada Asas Konkordansi, tetapi akhirnya yang terjadi tetap dualisme atau pluralisme hukum

6. Zaman Kemerdekaan
· Hukum Adat adalag Hukum Indonesia Asli yang tidak tertulis yang disana-sini mengandung unsur agama.

· Kodifikasi & Unifikasi hukum dengan menggunakan bahan-bahan dari Hukum Adat dibatasi pada bidang-bidang dan hal-hal yang sudah mungkin dilaksanakan.

7. Sejarah Perkembangan Hukum Adat
Istilah hukum adat pertama kali diketengahkan oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers” (1893 – 1894). Kemudian istilah ini dipakai oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya Het Adatrecht van Nederland Indie. (1901 – 1928). Akhirnya, istilah hukum adat (adatrecht) baru dipergunakan secara resmi pada tahun 1929 oleh pemerintah kolonial Belanda.

Peraturan adat istiadat kita ini pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindhu. Lambat laun datanglah kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut. Kini hukum Adat yang hidup pada rakyat adalah merupakan hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat jaman pra-Hindu dengan peraturan-peraturan kultur Islam dan kultur Kristen.

Teori Receptio in Complexu (van den Berg)
Hukum suatu golongan masyarakat itu merupakan resepsi / penerimaan secara bulat dari agama yang dianut oleh golongan tersebut.

Teori Receptio (oleh Snouck Hurgronye)
Hukum agama belum merupakan hukum jika belum diterima oleh Hukum Adat.

Teori Receptio A Contrario
Teori ini dikembangkan oleh penulis Islam

Hukum Adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam pergaulan hidup masyarakat jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat:

1. Magi dan animisme.

Percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa. Percaya bahwa roh-roh hidup dalam dunia ini juga. Takut kepada pembalasan oleh kekuatan gaib.

2. Agama (Hindhu, Islam, Kristen)

Pengaruh agama Hindu yang terbesar terdapat di Bali. Agama Islam yang dibawa masuk oleh pedagang dari Malaka atau Iran berkembang di Sumatra, Jawa dan Madura.

3. Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum adat. Contohnya kekuasaan raja-raja dahulu sebelum Belanda masuk ke Indonesia.

4. Hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing / barat.

Hukum adat yang semula sudah meliputi segala bidang kehidupan hukum, oleh kekuasaan asing menjadi terdesak sedemikian rupa sehingga hukum adat tinggal meliputi bidang perdata material saja.
F. Evaluasi Belajar 
1. Latihan 
a. Soal 
Jawablah latihan soal di bawah ini 

1. Pada jaman kerajaan manakah Indonesia memasuki masa keemasannya?

2. Apa maksud bahwa hakim harus memiliki sifat Tirta, Cakra, Dewa dan Sari.
b. Kunci jawaban 
Jawablah latihan di atas dengan singkat dan jelas kemudian cocokkan jawaban anda dengan rangkuman materi
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